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ABSTRAK

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, KEMISKINAN, DAN
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT

Oleh:
Adinda Andarisa; Siti Rohima

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pengaruh Penerimaan Pajak
Daerah, Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan
pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series yang diperoleh dari
Badan Pusat Statistik (BPS) dan DJPK Kementerian Keuangan selama 7 tahun.
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel
dengan menggunakan Random Effect Model (REM) beserta hasil analisis individu
tiap kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Hasil penelitian mengungkapkan
bahwa secara simultan, Penerimaan pajak daerah, Kemiskinan, dan Jumlah
penduduk secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan
Pendapatan pada kabupaten/kota Provinsi Papua Barat. Secara parsial Penerimaan
pajak daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan
dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap Ketimpangan
Pendapatan pada kabupaten/kota Provinsi Papua Barat, sedangkan Kemiskinan
tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan pada
kabupaten/kota Provinsi Papua Barat.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Daerah, Kemiskinan, Jumlah Penduduk,
Ketimpangan Pendapatan

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Dosen Pembimbing Skripsi
Dr. Mukhlis., S.E., M.Si Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si

NIP. 197304062010121001 NIP. 196903142014092001
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ABSTRACT

THE EFFECT OF LOCAL TAX REVENUE, POVERTY, AND
POPULATION ON INCOME INEQUALITY IN DISTRICTS/CITIES OF
WEST PAPUA PROVINCE

By:
Adinda Andarisa; Siti Rohima

This research aims to analyze the effect of Local Tax Revenue, Poverty, and
Population on Income Inequality in Regency / City of West Papua Province. The
data used in this study are secondary data in the form of time series data obtained
from Central Bureau of Statistics (BPS) and DJPK of the Ministry of Finance for
7 years. The analysis technique used in this study is panel data regression using
the Random Effect Model (REM) and with the results of individual analysis of
each districts/cities in West Papua Province. The results revealed that
simultaneously, local tax revenue, poverty, and population together have a
significant effect on income inequality in the districts / cities of West Papua
Province. Partially, local tax revenue has a significant negative effect on income
inequality and population has a significant positive effect on income inequality in
the districts/cities of West Papua Province, while poverty has no significant effect
on income inequality in the districts/cities of West Papua Province.

Keywords: Local Tax Revenue, Poverty, Population, Income Inequality

Known by,
Head of Development Economics Departement Advisor
Dr. Mukhlis, S.E., M.Si Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan menjadi salah satu aspek penting yang ingin dicapai dan menjadi
tujuan utama oleh setiap negara di dunia. Kesejahteraan ini mencakup beragam
aspek seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, keadilan sosial,
pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang memadai, dan akses terhadap
layanan dasar. Salah satu elemen kunci yang dapat mempengaruhi kesejahteraan
masyarakat adalah tingkat ketimpangan yang rendah. Ini berarti bahwa diperlukan
peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata.
Jika pendapatan meningkat, masyarakat dapat mengkonsumsi lebih banyak, yang
pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wahyudi & Tiara,
2022).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terdiri dari ribuan
pulau di dalamnya dengan keadaan dan potensi alam yang berbeda pada setiap
daerah. Perbedaan ini dapat dilihat pada karakteristik alam, kondisi politik,
masyarakat, sosial budaya, ekonomi, serta sumber daya alam yang berdistribusi
beda pada setiap daerah sehingga dapat menyebabkan penghambatan dalam
pemerataan pembangunan. Karena pada kenyataannya, terjadi ketidakmerataan
kekayaan alam yang dimiliki oleh setiap provinsi. (Andhiani et al., 2018). Maka,
diperlukan kebijakan dan rencana dalam mengentaskan ketimpangan antara
masyarakat berpenghasilan tinggi dengan masyarakat berpenghasilan rendah yang

menjadi masalah pada rendahnya kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.



Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab
kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk mengatur urusan wilayahnya.
Penyerahan berbagai kewenangan ini menjadi proses dalam desentralisasi yang
perlu disertai adanya penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Pemerintah
mengandalkan berbagai sumber pembiayaan untuk menjalankan kewenangan dan
tanggung jawab daerah, sumber pembiayaan yang paling penting adalah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan komponen yang mencakup berbagai jenis
pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah termasuk penerimaan dari
pajak daerah. Kebijakan pemerintah untuk mengentaskan ketimpangan
pendapatan dapat diwujudkan melalui pengalihan transfer sumber daya dari
masyarakat yang berpendapatan tinggi kepada masyarakat yang berpendapatan
rendah dengan diterapkan langsung melalui pembayaran pajak kepada
pemerintah. Tujuan dari suatu perekonomian adalah dapat memberikan
penghasilan yang merata bagi setiap anggota masyarakat, maka dari itu pajak
yang masyarakat bayarkan diharapkan mampu membantu memperbaiki distribusi
pendapatan.

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang
dihasilkan oleh masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang lebih
besar antara golongan dalam masyarakat tersebut. Ketimpangan pendapatan
menurut Sukirno (2006), ini dapat diinterpretasikan sebagai perbedaan dalam
kekayaan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin, yang terlihat dalam
distribusi pendapatan masyarakat secara umum. Distribusi pendapatan merupakan
salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di

suatu negara. Ketidakseimbangan pendapatan terjadi karena pertumbuhan



ekonomi yang pesat tidak diikuti oleh pembangunan ekonomi yang merata di
suatu daerah, yang menghasilkan disparitas pendapatan yang besar antara
berbagai kelompok masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pembangunan yang
sedang berlangsung belum mencapai standar kualitas yang diharapkan.
Ketidakseimbangan pendapatan yang signifikan dapat menimbulkan berbagai
masalah sosial dan ekonomi di sebuah negara. Oleh karena itu, diperlukan
kebijakan yang terintegrasi, penegakkan hukum, disiplin fiskal, keterbukaan
perdagangan internasional, serta strategi pengentasan kemiskinan untuk mengatasi
ketimpangan distribusi pendapatan (Ariesta et al., 2022).

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan utama dalam negeri yang
memiliki jumlah persentase yang tinggi jika dibanding dengan sumber
penerimaan lainnya. Pajak bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat. Jika suatu negara memiliki pendapatan pajak yang besar hal
tersebut akan menciptakan lebih banyak pekerjaan sehingga pengangguran dapat
berkurang dan fasilitas kesehatan dan pendidikan dapat lebih baik seperti halnya
pada penelitian oleh Nusiantari & Swasito (2020) menyatakan bahwa pajak dapat
menjadi alat untuk mendorong redistribusi pendapatan dan menekan ketimpangan
pendapatan. Pajak dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah
untuk membiayai program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, seperti program kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Penerimaan
pajak terbukti dapat mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi melalui fungsi
alokasi pajak, dimana pajak dialokasikan untuk pembelajaan yang mendukung

produktivitas dan mengurangi ketimpangan pendapatan di suatu wilayah.



Selanjutnya, kemiskinan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi
ketimpangan pendapatan. Kemiskinan menjadi permasalahan yang serius dan
mengakar yang harus dihadapi oleh negera setiap tahunnya. Menurut Vincent
(2009), kemiskinan merupakan masalah yang kompleks bagi negara maju dan
juga sedang berkembang, sehingga penanggulangannya membutuhkan strategi
yang tepat dan berkelanjutan. Hindun et al. (2019) menyatakan bahwa kemiskinan
memiliki hubungan positif dengan ketimpangan pendapatan. Semakin tinggi
kemiskinan, maka ketimpangan pendapatan juga semakin tinggi. Kemiskinan
muncul ketika kebutuhan dasar seseorang tidak terpenuhi. Namun, ketika tingkat
kemiskinan menurun, ini menandakan bahwa masyarakat telah berhasil memenuhi
kebutuhan dasarnya. Hal ini terjadi karena pendapatan yang diperoleh masyarakat
meningkat. Dengan peningkatan pendapatan ini, perbedaan pendapatan antar
individu menjadi lebih kecil, yang pada akhirnya mengurangi ketimpangan
pendapatan.

Selain Penerimaan Pajak Daerah dan Kemiskinan, faktor jumlah penduduk
juga dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Jumlah penduduk merujuk
pada total individu yang tinggal di suatu wilayah negara. Dalam konteks tenaga
kerja, penduduk suatu negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok
usia kerja dan kelompok non-usia kerja. Penduduk usia kerja adalah mereka yang
berusia antara 10 hingga 65 tahun. Namun, saat ini batas usia kerja telah diubah
menjadi antara 15 hingga 65 tahun (Gatiningsih dan Sutrisno, 2017). Jumlah
penduduk dijelaskan sebagai faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan.
Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar pula variasi dalam distribusi

pendapatan yang akan menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan. Hal



tersebut berarti jumlah penduduk yang tinggi dapat menyebabkan ketimpangan
pendapatan karena semakin banyak jumlah penduduk, semakin tinggi tingkat
pengangguran yang dapat mempengaruhi PDRB per kapita yang rendah (Damanik
et al., 2018).

Provinsi Papua Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di
ujung barat pulau Papua. Provinsi ini dimekarkan dari Provinsi Papua pada tahun
2003, dengan penamaan awal Irian Jaya Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 20017, nama Irian Jaya Barat diubah menjadi Papua Barat.
Papua Barat memiliki 12 kabupaten dan 1 kota, dengan Manokwari sebagai ibu
kota provinsi. Terdapat kesenjangan antar wilayah di Provinsi Papua Barat,
dimana wilayah pesisir memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan wilayah pedalaman. Selain itu, terdapat juga kesenjangan
antara kota dan desa, dimana pendapatan per kapita di kota lebih tinggi
dibandingkan dengan desa. Salah satu indikator untuk melihat ketimpangan
pendapatan yaitu menggunakan Rasio Gini. Rasio Gini atau Indeks Gini adalah
rasio yang digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu
wilayah secara menyeluruh. Semakin mendekati nilai 1 maka ketimpangan di
daerah tersebut tinggi, sebaliknya jika mendekati nilai 0 maka distribusi
pendapatan di daerah tersebut baik dan merata. Berikut ini dilihat pada Gambar

1.1 Rasio Gini di kabupaten/kota pada Provinsi Papua Barat:
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Gambar 1.1 Rasio Gini Provinsi Papua Barat menurut Kabupaten/Kota
2016-2022 (Dalam Desimal)

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Berdasarkan Gambar 1.1 pada data rasio gini setiap kabupaten/kota di
Provinsi Papua Barat, terdapat angka rasio gini berkisar diatas 0,3 hingga 0,5 yang
artinya tergolong dalam ketimpangan kategori sedang. Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik Papua Barat, tingkat ketimpangan pendapatan pada September
2022 yang diukur dengan rasio gini adalah sebesar 0,384 meningkat 0,014 dari
rasio gini Maret 2022. Rasio Gini Papua Barat juga tercatat lebih rendah dari
Nasional. Berdasarkan daerah, tingkat ketimpangan terendah berada pada Kota
Sorong dengan gini rasio 0,2-0,3 sampai dengan tahun 2022, dan ketimpangan
tertinggi berada pada kabupaten Kaimana dan Sorong Selatan dengan rasio gini
0,4 keatas. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan ini meliputi
aksesibilitas antara pusat pertumbuhan di kabupaten/kota, keterbatasan jalan

utama, kurangnya jaringan pusat produksi, fasilitas dan infrastruktur kebutuhan

dasar yang terbatas seperti air bersih, listrik, dan telekomunikasi.


https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-provinsi-papua-barat/
https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-provinsi-papua-barat/

Kondisi geografis yang dimiliki oleh Provinsi Papua Barat sebagian besar
wilayahnya berupa hutan dan pegunungan yang sulit diakses. Hal ini
menyebabkan Hal ini menyebabkan sulitnya akses ke sumber daya dan
infrastruktur, selain itu juga banyak potensi ekonomi yang besar seperti pertanian,
perikanan, pertambangan, hasil hutan, dan pariwisata yang belum sepenuhnya
dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut
menjadi penyebab utama Provinsi Papua Barat masih memiliki kesenjangan
antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dimana wilayah pedesaan memiliki
tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan dan
juga pendapatan perkapita di kota lebih tinggi dibandingkan desa, sehingga
mempengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah desa. Berikut ini dapat dilihat pada

Gambar 1.2 persentase penduduk miskin di kabupaten/kota pada Provinsi Papua
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Gambar 1.2 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota pada Provinsi

Papua Barat Tahun 2019-2022 (Dalam Persentase)
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023



Berdasarkan Gambar 1.2 mengenai tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi
Papua Barat mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022
sebesar 21,23% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 21,84%. Kota
Sorong memiliki persentase penduduk miskin paling rendah dari tahun ke tahun,
hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan masih lebih
tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan terlihat seperti pada Gambar 1.2.

Pajak daerah dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi
ketimpangan pendapatan. Diharapkan penerimaan pajak daerah akan
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan menciptakan lebih
banyak pekerjaan, pengangguran dapat berkurang dan fasilitas kesehatan dan
pendidikan dapat lebih baik sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah
dan mengurangi ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Papua
Barat. Berikut ini dilihat pada Tabel 1.1 menunjukkan Realisasi Penerimaaan

Pajak Daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat:



Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di  Provinsi
Papua Barat Tahun 2018-2022 (Dalam Miliar Rupiah)

Pajak Daerah Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota

2018 2019 2020 2021 2022
Fakfak 6,29 7,42 6,37 7,01 9,07
Kaimana 7,76 6,25 5,27 5,89 6,42
Teluk Wondama 4,1 5,25 5,28 4,09 1,15
Teluk Bintuni 24,25 37,47 53,79 50,31 56,3
Manokwari 45,32 50,98 41,01 52,91 57,3
Sorong Selatan 1,4 1,18 1,03 1,41 1,52
Sorong 12,15 14,30 11,17 15,96 18,6
Raja Ampat 5,76 8,30 3,80 2,84 3,52
Tambrauw 0,32 1,25 0,70 0,48 0,24
Maybrat 0,43 0,05 0,00 0,27 -
Manokwari Selatan 0,18 0,66 0,74 0,95 1,6
Pegunungan Arfak - 0,66 0,08 0,36 0,23
Kota Sorong 47,59 52,43 43,79 56,63 53,53

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.1, pada kabupaten/kota Provinsi Papua Barat
Penerimaan Pajak Daerah selama 2018-2022 mengalami peningkatan
pertumbuhan yang fluktuatif setiap tahunnya. Kota Sorong mendominasi
persebaran daerah dengan memberikan penerimaan pajak sebesar 56,63 miliar
rupiah sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Penerimaan
pajak yang besar ini juga bersamaan ketimpangan pendapatan di Kota Sorong
yang rendah dengan indeks gini 0,2 sampai 0,3 sampai tahun 2022. Hal ini
menunjukkan bahwa potensi pajak daerah di Kota Sorong dapat memberikan
kontribusi yang maksimal.

Papua Barat memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit dibandingkan
dengan wilayahnya yang sangat luas. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020,
jumlah penduduk Papua Barat sekitar 1.134.068 jiwa dengan kepadatan penduduk

sebesar 11 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk yang sedikit dan tersebar



di wilayah yang luas menyebabkan ketimpangan pendapatan di daerah ini.
Penduduk berpendapatan rendah sedikit menyerap hasil pembangunan ekonomi.
Oleh karena itu, pemerintah fokus pada kebijakan pembangunan di Papua untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Papua. Berikut ini dilihat pada Tabel 1.2 Jumlah Penduduk di
kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat:

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
Tahun 2018-2022 (Dalam Ribu Jiwa)

Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat (Ribu Jiwa)

Kabupaten/Kota 2018 2019 2020 2021 2022
Fakfak 77381 78686 85197 85817  86.282
Kaimana 58404 60216 62256  62.957  83.833
Teluk Wondama 31.769 32.521 41.644 42.609 43.746
Teluk Bintuni 63091 64406  87.083  89.418  92.236
Manokwari 170.897  177.346 192663  194.905 197.097
Sorong Selatan 46021 46922 52469  53.167  53.884
Sorong 86.004  88.927 118679 121.963 125.949
Raja Ampat 47885 48493 61141 65403  66.839
Tambrauw 13.804  13.879 28379  31.385  35.742
Maybrat 40102  40.899 420991 43364 43681

Manokwari Selatan 23.617 24.220 35.949 37.149 38.648
Pegunungan Arfak 30.409 28.808 38.207 38.936 39.760
Kota Sorong 247.084 254.294 284410  289.767  295.809

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik pada Tabel 1.2
menunjukkan bahwa terus terjadi peningkatan jumlah penduduk pada
kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dari tahun 2018-2022 Jumlah penduduk
tertinggi pada tahun 2022 ditempati oleh Kota Sorong dengan 295.809 jiwa, lalu
Kabupaten Manokwari dengan 197.097 jiwa, sedangkan jumlah penduduk
terendah tercatat di Kabupaten Tambrauw sebesar 35.742 jiwa. Papua barat

menjadi provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang sedikit, ini
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dikarenakan kondisi geografis papua barat yang sebagian besar wilayahnya masih
berupa hutan dan pegunungan yang sulit diakses sehingga sebagian besar wilayah
Papua Barat ini jarang dihuni oleh manusia.

Berdasarkan data Penerimaan Pajak Daerah, Kemiskinan, Jumlah Penduduk,
pada kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat yang mengalami peningkatan yang
baik setiap tahun, namun Kkenyataannya tidak menjanjikan ketimpangan
pendapatan akan mengalami penurunan secara signifikan juga peneliti melakukan
penelitian dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Jumlah Penduduk,
dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan pada Kabupaten/Kota di

Provinsi Papua Barat”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, Maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerimaan Pajak Daerah,
Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Ketimpangan
Pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerimaan Pajak Daerah,
Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Ketimpangan
Pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
1.4 Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan tambahan

informasi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang

ekonomi bagi akademisi, serta menjadi referensi penelitian-penelitian
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selanjutnya yang berhubungan dengan masalah penerimaan pajak daerah,
jumlah penduduk, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta
diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Penelitian ini diharapkan bisa melengkapi kajian-kajian mengenai
Ketimpangan Pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
informasi kepada peneliti maupun pembaca pada khususnya terkait dengan
Penerimaan Pajak Daerah, Kemiskinan, Jumlah Penduduk, terhadap
Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat yang
kemudian dapat dijadikan rujukan pada penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah daerah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi pihak pemerintah daerah Kabupaten/Kota Papua Barat
dalam mengambil kebijakan-kebijakan di bidang pembangunan daerah,
terutama pada ketimpangan pendapatan sehingga dapat bermanfaat bagi

masyarakat daerah Provinsi Papua Barat dan Indonesia.
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